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e PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
‘ DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan M. Ocet Thalib No. 01 # (0370) 655510 Kode Pos 83511 Kopang

Praya,2STuni 2018

Nomor :230/Rekom/660/DLH/2018 " Kepada
Lamp. :1 (satu) Bendel Yth Ir. Mohamad Amir Ali
Perihal : Rekomendasi  atas ~ UKL-UPL (Kepala Dinas PU & Penataan
Rencana usaha dan/atau kegiatan Ruang Kabupaten Lombok Tengah)
Pembangunan Pasar Jelojok
di )
Praya

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten
Lombok Tengah Nomor :602/288/DPU.PR/2018, tanggal 04 Juni 2018, Perihal
permohonan rekomendasi UKL-UPL dan lzin Lingkungan untuk usaha dan/atau
kegiatan Pembangunan Pasar Jelojok yang berlokasi di Desa Kopang Rembige
Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, serta merujuk pada berita acara
pemeriksaan yang telah dilakukan pada tanggal 11 Juni 2018 dengan nomor : BA-
26.a/BTL/DLH/2017, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi
teknis yang telah dilakukan, diketahui bahwa dampak yang ditimbulkan dari usaha
dan/atau kegiatan dimaksud telah diinventarisir dan telah disiapkan upaya
pengelolaan dan pemantauan dampaknya sehingga dokumen upaya pengelolaan
lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL) tersebut dari aspek
teknis dapat disetujui. '

Dokumen UKL-UPL yang telah disetujui (sebagaimana terlampir) merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi
penanggungjawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang menjadi sumber dampak
lingkungan, Dampak lingkungan yang terjadi, Rencana pengelolaan lingkungan
dan pemantauan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan
Pasar Jelojok di Desa Kopang Rembige Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok
Tengah sebagaimana yang termaktub dalam UKL-UPL yang disetujui dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari rekomendasi ini.



Tembusan Yth : N
1. Bupati Lombok Tengah di Praya (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Prindustrian dan Perdagangan Kab.Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala Dinas PMPTSP Kab.Lombok Tengah di Praya;
4. Camat Kopang di Kopang.

Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atan
kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau
kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan
lingkungan baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka
penanggungjawab kegiatan wajib menyusun dokumen lingkungan baru sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanggung jawab usaha wajib memiliki izin lingkungan dan izin usaha
dan/atau kegiatan terkait sebelum melaksanakan kegiatan Pembangunan Pasar
Jelojok di Desa Kopang Rembige Kecamatan Kopang-Kabupaten Lombok Tengah
Disamping itu, Penanggung jawab usaha wajib memiliki izin perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup pada tahap operasi meliputi : Izin pembuangan air
limbah dan izin TPS limbah B3.

Penanggung jawab usaha wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub
dalam UKL-UPL ini dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan
pemantauan dampak Iinékungan dari usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Pasar
Jelojok di Desa Kopang Rembige Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah
sebagaimana yang tercantum dalam dokumen UKL/UPL yang telah disetujui.

Rekomendasi ini sebagai dasar penerbitan izin lingkungan dan berlaku sama
dengan masa berlakunya izin lingkungan serta masa berlaku izin usaha sepanjang
usaha dan/atau kegiatan tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada
pasal 50 Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.




@ PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
P DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan M. Ocet Thalib No. 01 ® (0370) 655510 Praya Kode Pos 83511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 725 q/KEP.IL/660/DLH/2018
" TENTANG
IZIN LINGKUNGAN RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
PEMBANGUNAN PASAR JELOJOK KEPADA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

Membaca : Surat Permohonan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah No.:
602/228/DPU.PR/2018, tanggal 4 Juni 2018, Perihal
permohonan Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan
untuk usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Pasar Jelojok

Menimbang : a. bahwa usaha dan/atau kegiatan pembangunan Pasar

Jelojok memiliki izin lingkungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan
ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, maka perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lombok Tengah Tentang Izin Lingkungan
Rencana Usaha dan /atau Kegiatan Pembangunan Pasar
Jelojok Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Lombok Tengah .

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

: Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

w Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
| (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5059);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5285);

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012
tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup;

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan
Hidup;

7.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);

8. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Lombok Tengah;

9. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jenis
Kegiatan dan/atau Usaha Yang Wajib Dilengkapi Upaya
Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan
Lingkungan dan Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan  Lingkugan Hidup dan  Pemantauan
Lingkungan Hidup.

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Lombok Tengah No.: 187.a Tahun 2017
Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan dan
Penerbitan Izin Lingkungan untuk rencana usaha
dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL dari Bupati Lombok
Tengah kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lombok Tengah



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

2. Surat No .: 23.a/Rekom/660/DLH /2018, tanggal 25 Juni

2018, perihal : Rekomendasi Atas UKL-UPL Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan Pembangunan Pasar Jelojok

MEMUTUSKAN :

: Memberikan izin lingkungan kepada :

a. Nama Institusi : Dinas PU & Penataan Ruang
Kabupaten Lombok Tengah

b. Jenis Kegiatan : Pembangunan Pasar Jelojok

c. Penanggungjawab : Ir. Mohamad Amir Ali

d. Jabatan : Kepala Dinas

e. Alamat Kantor : Jl.Basuki Rahmat No.11 Praya

f. Lokasi Kegiatan :Desa Kopang Rembige Kecamatan

Kopang Kabupaten Lombok Tengah

: Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini

mencakup kegiatan yang tercantum dalam dokumen UKL-
UPL usaha dan/atau kegiatan pembangunan Pasar Jelojok
yang telah disetujui

: Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU wajib :

1. Memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, meliputi :

a. Izin pembuangan air limbah ;
b. Izin tempat penyimpanan sementara limbah B3.

2. Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup sesuai yang termaktub dalam dokumen UKL-UPL
yang telah disetujui;

3. Melaporkan pelaksanaan UKL-UPL setiap 6 (enam) bulan
kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Lombok Tengah;

4. Mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan
apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau
kegiatannya sesuai dengan kreteria perubahan yang
tercantum dalam pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor :
27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

5. Mentaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum
dalam keputusan izin lingkungan ini. ,



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

: Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum
KETIGA, pemegang izin melaksanakan hal-hal sebagai
berikut :

L.

Melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan terkait tanggungjawab pengelolaan pasar
dan lingkungan pada tahap operasi;

. Mengajukan permohonan izin pemanfaatan air tanah

(SIPA) kepada Dinas PMPTSP Provinsi NTB

. Melakukan pendekatan sosial kepada masyarakat sekitar

kegiatan agar tercipta hubungan yang baik;

Menerapkan aplikasi 3R (reduce, reuse, recycle) terhadap
sampah padat yang dihasilkan termasuk mengelola
sampah secara mandiri dengan menyediakan TPS 3R;
Menerapkan SOP (standar operating procedure) yang
sesuai standar teknis dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku selama beroperasinya kegiatan;
Menerapkan SOP (standar operating procedure)
pengelolaan limbah di lokasi kegiatan;
Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang terkait
dengan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup.

: Izin lingkungan ini berlaku sama dengan masa izin usaha
dan dapat dibatalkan apabila :

Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin
mengandung cacat hukum, penyalahgunaan, kekeliruan,
ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen
dan/atau informasi;

. Pemegang izin tidak melaksanakan  kewajiban

sebagaimana tercantum pada diktum KETIGA sehingga
terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Tidak dilaksanakannya usaha dan/atau kegiatan paling
lama 3 (tiga) tahun sejak keputusan ini dikeluarkan

: Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul
dampak lingkungan hidup di luar dampak yang dikelola
sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dan
KEEMPAT, Pemegang izin wajib melaporkan kepada Kepala
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah.



KETUJUH : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan

sebagai syarat izin usaha dan/atau kegiatan

KEDELAPAN : Pemegang izin lingkungan wajib memberikan akses kepada

pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan
pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana
tercantum dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup

KESEMBILAN : Pemegang izin lingkungan dapat dikenakan sanksi

administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana
tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27
tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan ! d Praya
25 Jum 20138

Tembusan kepada Yth. :

N hoco N

Bupati Lombok Tengah di Praya (sebagai laporan);
Kepala DLHK Provinsi NTB di Mataram,;

Kepala Dinas PMPTSP Provinsi NTB di Mataram;

Kepala Dinas PMPTSP Kab.Lombok Tengah di Praya;
Kepala Dinas PRINDAG Kab.Lombok Tengah di Praya
Kepala Bag. Hukum Setda. Kab. Lombok Tengah di Praya;
Camat Kopang di Kopang.



